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WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR 2 7TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN

Menimbang :

Mengingat :

PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

bahwa guna mewujudkan Pemerintahan yang
transparan dan akuntabel sebagai salah satu
syarat penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
yang baik, diperlukan suatu pedoman pengelolaan
pelayanan informasi dan dokumentasi;

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan
informasi dan dokumentasi yang berkualitas
diperlukan adanya  pedoman pengelolaan
pelayanan informasi  dan dokumentasi  di
Pemerintahan Daerah Kota Batam,;

bahwa dalam penyusunan SOP PPID Pemerintah
Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Pedoman Pengelolaan dan Standar Operasional
Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia,

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
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Menectapkan :

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880},

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5952);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informast
publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN
PELAYANAN DAN  STANDAR  OPERASIONAL
PROSEDUR PENGELOLAAN  INFORMASI ~ DAN
DOKUMENTASI KOTA BATAM.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.
2

10.

Ll

12

Daerah adalah Kota Batam.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota
Qatam.

Walikota adalah Walikota Batam.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Batam.

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Batam.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat OPD adalah unsur pembantu Walikota
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah,
Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja
dan Kecamatan.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya
disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik
Pemerintah Daerah.

Informasi adalah keterangan, pernyataan,
gagasan dan tanda-tanda yang mengandung
nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan
dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan
dan format sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi secara
elektronik maupun non elektronik.

Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan,
penyusunan dan pencatatan dokumen, data,
gambar dan suara untuk bahan informasi publik.

Informasi Publik adalah informasi yang
dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau
diterima oleh Pemerintah Daerah/BUMD yang
berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah
Daerah/BUMD sesuai dengan perafuran
perundang-undangan serta informasi lain yang
berkaitan dengan kepentingan publik.

Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang
selanjutnya disingkat DIDP adalah catatan yang
berisi keterangan secara sistematis tentang
seluruh informasi dan dokumentasi publik yang
berada  dibawah  penguasaan  Pemerintah
Daerah/BUMD tidak termasuk informasi yang
dikecualikan.

Pengujian tentang konsekuensi yaitu pengujian
terhadap dampak yang dapat ditimbulkan
apabila suatu informasi diberikan kepada
masyarakat dengan mempertimbangkan secara
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scksama bahwa menutup informasi dapat
melindungi  kepentingan yang lebih  besar
daripada membuka atau sebaliknya.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
vang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat
yang bertanggung jawab dalam pengumpulan,
pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan,
penyediaan, pemeliharaan, penyediaan,
distribusi dan pelayanan informasi dan
dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah
yang terdiri dari PPID Utama dan PPID
Pembantu.

Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan
atasan PPID Utama.

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
yang selanjutnya disingkat PLID adalah susunan
pengelola layanan informasi dan dokumentasi di
lingkungan Pemerintah Daerah.

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya
disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk
tertulis yang dibakukan mengenai proses
penyelenggaraan tugas-tugas PPID.

Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumerntasi
yang selanjutnya disingkat RPID adalah tempat
pelayanan infromasi dan dokumentasi publik
dan berbagai infromasi dan dokumentasi lainnya
yang bertujuan untuk memfasilitasi
penyampaian informasi dan dokumentasi publik.

gistemn Informasi dan Dokumentasi Publik yang
selanjutnya disingkat SIDP adalah sistem
penyediaan layanan informasi dan dokumentasi
secara cepat, mudah, dan wajar sesual dengan
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi
yang selanjutnya disingkat LLID adalah laporan
yang berisi gambaran umum kebijakan teknis
informasi dan dokumentasi, pelaksaan
pelayanan  informasi dan dokumentasi, dan
rekomendasi serta rencana tindak Janjut untuk
meningkatkan kualitas pelayanan infromasi dan
dokumentasi.

Forum Koordinasi Pejabat Pengelolaan Informasi
dan Dokumentasi Pemerintah Daerah yang
selanjutnya disingkat FKPPID Pemda adalah
wadah komunikasi, koordinasi, konsolidasi,
pembinaan dan pengawasan PPID Pemerintah
Daerah.

Sengketa Informasi Publik adalah sengkeia yang
terjadi antara Pemerintah Daerah dengan
Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna
Informasi Publik yang berkaitan dengan hak
memperoleh dan/atau menggunakan informasi
publik  berdasarkan peraturan  perundang-
undangan.



22. Orang adalah orang perseorangan, kelompok
orang, badan hukum, atau badan publik.

23. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang
menggunakan informasi publik sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan.

24. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara
dan/atau badan hukum Indonesia yang
mengajukan  permintaan  informasi  publik
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan. #

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi dimaksudkan untuk memberikan
prosedur bagi OPD dan BUMD di lingkungan
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pelayanan
Informasi Publik.

Pasal 3

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan Informasi Publik sesuai dengan prinsip
pelayanan yang cepat, tepat dan mudah di lingkungan
Pemerintah Daerah. '

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi ini meliputi penyediaan
pengumpulan, pengklasifikasian, pendokumentasian
dan pelayanan di lingkungan Pemerintah Daerah dan
BUMD.

BAB IV
PRINSIP-PRINSIP PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK

Pasal 5
{nformasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah
dan BUMD bersifat terbuka dan dapat diakses oleh

setiap Pengguna Informasi Publik.

Pasal &

Prinsip-prinsip dalam memberikan pelayanan
informasi publik adalah:



mudah, cepat, cermat dan akurat, yaitu setiap
kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi
publik harus dilaksanakan tepat waktu, disajikan
dengan lengkap, dikoreksi sesuai kebutuhan dan
mudah diakses;

transparansi, yaitu dalam pemberian pelayanan
informasi publik harus dilaksanakan secara jelas
dan terbuka;

akuntabel, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian
pelayanan informasi -publik  harus dapat
dipertanggungjawabkan; dan

proporsionalitas, yaitu setiap kegiatan dalam
pemberian pelayanan informasi publik harus
memperhatikan keseimbangan antara hak dan
kewajiban.

BAB V

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

(1)
@)
3)
~ (4)
(1)

DOKUMENTASI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Pengelolaan pelayanan informasi dan
dokumentasi dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah dengan membentuk dan menetapkan
PPID.

PPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melekat pada pejabat struktural yang membidangi
tugas dan fungsi pelayanan informasi dan
dokumentasi dan/atau kehumasan.

Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan
PPID dibentuk PLID.

PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan PPID Utama pada PLID.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 8

Struktur Organisasi PLID terbagi dalam 7 {tuiuh}
kelompok, yaitu:

a. Pembina;

b. Pengarah selaku Atasan PPID;
¢. Tim Pertimbangan;

d. PPID Utama;

PPID Pembantuy;

@

]

Pejabat fungsional; dan/atau

TV dmim v emnmsmnAvalrramer



(2)

(2)

Bagan struktur organisasi PLID sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I
Peraturan ini.

Pasal 9

Penunjukan tim Pertimbangan, PPID Utama dan
PPID Pembantu, Pejabat Fungsional, dan/atau
Bidang Pendukung ditetapkan dengan Keputusan
Walikota.

PPIDPembantu pada BUMD ditetapkan dengan
Keputusan Direktur BUMD.

Bagian Ketiga

Pembina Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi

Pasal 10

Pembina PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf a, dijabat oleh Walikota dan Wakil Walikota
P serta memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut:

a.

Fungsi Pembina.

Pembinaan terhadap pengelola layanan informasi
dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan
pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai
dengan mekanisme yang ditentukan.

b. Tugas Pembina.

P

1. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan
pelayanan informasi dan dokumentasi di
lingkungan Pemerintah Daerah; dan

2. mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis
informasi, vaitu informasi yang wajib
disediakan dan diumumkan secara berkala,
serta merta, tersedia setiap saal serta informasi
yang dikecualikan.

Bagian Keempat

Pengarah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi

(1)

(2)

dan Dokumentasi

Pasal 11

Pengarah PPID sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf b, dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pengarah PPID merupakan penentu  dalam
pengambilan kebijakan apabila muncul masalah
dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan
dokumentasi, termasuk dalam hal menentukan
klasifikasi informasi.

Pengarah PPID mempunyai fungsi dan tugas
sebagai berikut:



a. Fungsi Pengarah:

B

A

mengarahkan kegiatan pengelolaan
informasi dan dokumentasi serta menjamin
ketersediaan informasi secara terintegrasi
dan terkoordinasi;

menerima keberatan atas penolakan dari
pemohon informasi publik;

memberikan tanggapan atas keberatan yang
diajukan oleh pemohon informasi dalam
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak diterimanya laporan
keberatan secara tertulis; '

sebagai perwakilan pemerintah daerah
dalam sengketa informasi publik; dan

memberikan persetujuan atau penolakan
atas surat penectapan daftar informasi
publik dan surat penetapan klasifikasi dari
PPID. '

b. Tugas Pengarah:
1.

memberikan arahan kepada PPID terkait
pengelolaan layanan informasi dan
dokumentast;

memberikan persetujuan kepada PPID atas
informasi dan dokumentasi yang dpt
diakses/diberikan kpd pemohon informasi,

memberikan rekomendasi kepada PPID atas
hasil uji konsekuensi informasi yg
dikecualikan;

memberikan persetujuan atas pertimbangan
PPID terkait dengan setiap kebijakan yg
diambil utk memenuhi hak setiap pemohon
informasi; dan

dalam menjalankan tugasnya, berkoordinasi
dan dapat meminta masukan dari Tim
Pertimbangan.

Bagian Kelima

Tim Pertimbangan

Pasal 12

(1) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf c¢ terdiri dari para Asisten di
Lingkungan Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan
seluruh pimpinan OPD Eselon I.b dan Kepala
Bagian Hukum di Sekretariat Daerah.

(2) Tim Pertimbangan mempunyai tugas utama
sebagai berikut:

4. membahas usulan-usulan informasi yang
dikecualikan; dan
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b.

memberikan pertimbangan-pertimbangan atas
klasifikasi informasi, termasuk informasi yang
dikecualikan.

Bagian Keenam
PPID Utama

Pasal 13

(1) PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 huruf d, adalah Kepala Bidang Komunikasi dan
Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informasi
Kota Batam.

PPID Utama bertanggungjawab kepada Wali Kota
melalui Sekretaris Daerah.

PPID Utama mempunyai tugas antara lain:

a.

b.

menyusun dan melaksanakan kebijjakan
informasi dan dokumentasi;

menyusun laporan pelaksanaan kebijakan
informasi dan dokumentasi;

mengoordinasikan  dan  mengonsolidasikan
pengumpulan bahan informasi dan
dokumentasi dari PPID Pembantu;

menylmpan, mendokumentasikan,
menyediakan, dan  memberi  pelayanan
informasi dan dokumentasi kepada publik;

melakukan verifikasi bahan informasi dan
dokumentasi publik;

melakukan uji konsekuensi atas informasi dan
dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan
SOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran
II Peraturan Walikota ini;

melakukan pemutakhiran informasi dan
dokumentasi;

menyediakan informasi dan dokumentasi
untuk diakses oleh masyarakat;

melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi,
dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan
informasi dan dokumentasi yang dilakukan
oleh PPID Pembantu;

melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja
secara berkala dan/atau sesuai dengan
kebutuhan;

mengesahkan informasi dan dokumentasi yang
layak untuk dipublikasikan;

menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat
Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola,
dan memelihara informasi dan dokumentasi;
dan

membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa
informasi yang ditetapkan dengan Keputusan
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Pasal 14

Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi Publik,
PPID Utama bertugas untuk mengkoordinasikan:

a, pengumuman informasi -publik melalui media
yvang secara ecfektif dapat menjangkau seluruh
pemangku kepentingan; dan

b. penyampaian informasi publik dalam bahasa
Indonesia yang sederhana dan mudah dipahami
serta mempertimbangkan penggunaan bahasa
lokal yang dipakai oleh masyarakat.

Pasal 15

Dalam hal adanya permohonan informasi publik,
PPID Utama bertugas :

a. mengkoordinasikan pemberian informasi publik
yang dapat diakses oleh publik dengan PPID
Pembantu di berbagai unit pelayanan informasi
untuk memenuhi permohonan informasi publik;

b. melakukan pengujian konsekuensi atas informasi,
PPID wajib untuk berpegang teguh kepada prinsip-
prinsip pengklasifikasian informasi. Prinsip-prinsip
tersebut adalah:

1. Informasi publik yang dikecualikan bersifat
ketat dan terbatas;

2. Pengujian konsekuensi atas informasi
dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian,

dan

3. Informasi vyang dikecualikan tidak bersifat
permanen, dan ada jangka walktu
pengecualiannya.

c. menyertakan  alasan tertulis pengecualian
informasi publik secara jelas dan tegas, dalam hal
permohonan informasi publik ditolak;

d. menghitamkan atau mengaburkan informasi
publik yang dikecualikan beserta alasannya; dan

e. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional
dan/atau petugas informasi dalam rangka
peningkatan kualitas layanan informasi publik.

Pasal 16

PPID Utama mempunyai tanggung jawab antara lain:

a. mengkoordinasikan penyimpanan dan
pendokumentasian seluruh informasi publik;

b. mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan
seluruh informasi publik di bawah penguasaan
masing-masing yang dapat diakses oleh publik;

c. menjaga kerahasiaan informasi yang dikecualikan
kepada masyarakat dan/atau pemochon informasi
publik; dan
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d.

menjamin keakuratan informasi yang diberikan

kepada masyarakat dan/atau pemohon informasi
publik.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,
PPID Utama berwenang:

a.

menolak memberikan informasi dan dokumentasi
yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

meminta dan memperoleh informasi dan
dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi
cakupan kerjanya;

mengkoordinasikan pemberian pelayanan
informasi dan  dokumentasi dengan  PPID
Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang
menjadi cakupan kerjanya;

menentukan atau menetapkan suatu informasi
dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik;
dan

menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat
Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta
memelihara informasi dan dokumentasi untuk
kebutuhan organisasi.

Bagian Ketujuh
PPID Pembantu

Pasal 18

Kriteria PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf e adalah:

a.

merupakan pejabat struktural yang melaksanakan
tugas pokok dan fungsi PPID pada OPD dan
BUMD; dan

memiliki kompetensi di bidang pengelolaan
informasi dan dokumentasi serta pelaksanaan
pelayanan informasi publik.

Pasal 19

PPID Pembantu mempunyai tugas membantu PPID
dalam mengelola informasi dan dokumentasi di
lingkungan Pemerintah Daerah, yang meliputi:

a. membantu PPID Utama melaksanakan
tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya,

b. menyampaikan informasi dan dokumentast
kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6
(enam) bulan sekali atau sesuai kebutuharn,
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c. melaksanakan kebijakan teknis informast dan
dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya;

d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan
informasi dan dokumentasi bagi pemohon
informasi secara cepat, tepat, berkualitas
dengan mengedepankan prinsip-prinsip
pelayanan prima;

~e. . mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi

bahan dan data lingkup Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Batam
menjadi bahan informasi publik; dan

f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan
teknis dan  pelayanan  informasi  dan
dokumentasi kepada PPID Utama secara
berkala dan sesuai dengan kebutuhan

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
PPID pembantu Khususnya sekretariat DPRD
bertugas untuk:

a. menyampaikan, meminta, mengelola,
menyimpan informasi dan dokumentasi kepada
DPRD sesuai peraturan perundang-undangan;
dan

b. mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi
kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan
dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

Bagian Kedelapan
Pejabat Fungsional

Pasal 20

PPID Utama dapat menunjuk pejabat fungsional
dan/atau Petugas Pelayan Informasi yang
membantu PPID Utama dalam melaksanakan
tugas, tanggung jawab dan wewenangnya sesual
dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

OPD dapat menunjuk pejabat fungsional dan/atau
Petugas Pelayan Informasi yang membantu PPID
Pembantu dalam melaksanakan tugas, tanggung
jawab dan wewenangnya sesuai dengan kebutuhan
dan ketersediaan anggarar.

BUMD dapat menunjuk pejabat fungsional
dan/atau Petugas Pelayan Informasi  yang
membantu PPID Pembantu dalam melaksanakan
tugas, tanggung jawab dan wewenangnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.



Pasal 21

Petugas Pelayan Informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20, mempunyai tanggung jawab:

a  menylapkan formulir permohonan informas:
sesuai format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III Peraturan Walikota ini;

b menerima permohonan informasi;

¢ melakukan verifikasi data Pemohon Informasi;

d.  melakukan verifikasi informasi yang diminta;

e. registrasi pencatatan permintaan informasi dalam

buku besar setelah selesai verifikasi sesual
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
IV Peraturan Walikota ini,

f  memproses lebih lanjut ke PPID Utama atau PPID
Pembantu;

g melakukan pencatatan dan penomoran surat
informasi vang disampaikan ke Pemohon
Informasi;

h Dalam hal informasi yang diminta bersifat
terbuka, maka PPID wajib memberikan jawaban
permohonan informasi berupa pemberitahuan
tertulis sesuai dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota
ini, kepada pemohon informasi paling lambat 10
(sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima.

L apabila informasi yang diminta bersifat tertutup,
PPID menyiapkan jawaban dengan menggunakan
Formulir Penolakan Permohonan Informasi Publik
sesuai dengan format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini, paling
lambat 10 (sepuluh) hari kerja dari tanggal
diterimanya  permohonan  informasi, untuk
disampaikan kepada pemohon informasi;

i mendokumentasikan dan menyiapkan evaluasi
pelaporan layanan informasi setiap bulan dan
setiap akhir tahun; dan

k  apabila menerima permohonan informasi yang
dikecualikan, wajib meneruskan kepada PPID
Utama atau PPID Pembantu.

Bagian Kesembilan
Bidang Pendukung Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

Pasal 22

Untuk mendukung kegiatan rutin PPID, dapat
didukung oleh bidang-bidang yang paling kurang terdiri
dari:
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(1)

- (2)

Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi,
bertugas memberikan pelayanan informasi publik di
RIPD dan mengelola informasi sesuai dengan
mekanisme internal PPID;

Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi,
bertugas mengolah data yang akan disajikan sebagai
informasi publik, melakukan klasifi kasi jenis
informasi dan mendokumentasikan informasi yang
telah dikuasai;

Bidémg Fasilitasi Sengketa Informasi, bertugas
melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam
menyelesaikan sengketa informasi; dan

Sekretariat PLID, bertugas memberikan dukungan
administratif dan teknis operasional serta sarana
dan prasarana mendukung tersedianya layanan
informasi dan dokumentasi.

BADB VI
DIDP

Pasal 23

DIDP paling sedikit memuat:
a. nomor,
b. ringkasan isi informasi;

c. pejabat atau unit/satuan kerja yang
menguasai informasi;

d. penanggung jawab pembuatan atau
penerbitan informasi;

e. waktu dan tempat pembuatan informasi;
f.  bentuk informasi yang tersedia; dan
g, jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;

DIDP ditetapkan dan dimutakhirkan secara
berkala oleh PPID Utama.

Keseluruhan informasi dan dokumentasi publik
yang sudah dipublikasikan harus diserahkan
kepada perpustakaan Pemerintahan Daerah Kota
Batam untuk dilestarikan dan diklasifikasi menjadi
bahan pustaka.

Format DIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdapat pada Lampiran VII Peraturan Walikota inl.

BAB VII
SIDP

Pasal 24
SIDP dibuat dan dikembangkan oleh PPID Utama

untuk mempermudah akses pelayanan informasi
publik.



(2)

Pengembangan SIDP sehagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara terintegrasi antara PPID
Utama dan PPID Pembantu.

BAB VIIi
LLID

Pasal 25

LLID  dibuat dan disediakan oleh PPID Utama
dan PPID Pembantu paling lambat 3 (tiga) bulan

setelah tahun pelaksanaan tahun anggaran
berakhir.

LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diumumkan kepada publik dan disampaikan
kepada atasan PPID melalui PPID Utama.

LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Walikota Batam oleh atasan
PPID.

LLID sebagaiman dimaksud pada ayat (3) akan
menjadi bagian dalam laporan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah.

LLID paling sedikit memuat :

a. gambaran umum  kebijakan pelayanan
informasi dan  dokumentasi Publik di
lingkungan Pemerintahan Daerah;

b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan
informasi dan dokumentasi Publik, antara lain:

1. sarana dan prasarana pelayanan informasi
dan dokumentasi Publik yang dimiliki
beserta kondisinya;

2. sumber daya manusia yang menangani
pelayanan informasi dan dokumentasi
Publik beserta kualifikasinya; dan

3. anggaran pelayanan informasi dan
dokumentasi  publik serta  laporan
penggunaannya;

c. rincian pelayanan informasi dan dokumentasi
Publik yang meliputi:

1. jumlah permohonan Informasi Publik;

2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi
setiap permohonan Informasi Publik
dengan klasifikasi tertentu;

3. jumlah permohonan Informasi Publik yang
dikabulkan baik sebagian atau
seluruhnya; dan

4. jumlah permohonan Informasi Publik yang
ditolak beserta alasannyaanggaran
pelayanan informasi dan dokumentasi
publik serta laporan penggunaannya.
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d.

rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik,
meliputi:

1. jumlah keberatan yang diterima;

2. tanggapan atas keberatan yang diberikan
dan pelaksanaannya;

3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa
ke Komisi Informasi yang berwenang; dan

. 4. hasil mediasi dan/atau  keputusan

ajudikast Komisi Informasi yang
berwenang dan pelaksanaannya oleh
badan publik, jumlah gugatan yang
diajukan ke pengadilan, dan hasil putusan
pengadilan  dan pelaksanaannya oleh

OPD/BUMD.
kendala internal dan  eksternal dalam
pelaksanaan layanan informasi dan

dokumentasi Publik; dan

rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk
meningkatkan kualitas pelayanan informasi
dan dokumentasi.

BAB IX

TATA KERJA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 26

Dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenang
pelayanan informasi publik, Atasan PPID, PPID Utama,
PPID Pembantu dan Petugas Pelayan Informasi wajib
menerapkan  prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing,
antar OPD maupun dengan BUMD.

Pasal 27

Tata kerja pelayanan informasi meliputi 5 (lima) fungsi,
sebagail berikut:

a.

poo oo
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Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi
Publik

Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
Uji Konsekuensi Informasi Publik;
Penanganan Keberatan Informasi Publik; dan

Fasilitasi Sengketa Informasi

Pasal 28

Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi
Publik pada Pemerintah Daerah, khususnya untuk
Walikota dilaksanakan oleh PPID Utama.



Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi
Publik pada OPD dan BUMD dilaksanakan oleh
PPID Pembantu dan dibantu oleh petugas yang
ditunjuk untuk memberikan pelayanan informasi
publik di masing-masing OPD dan BUMD.

Pasal 29

Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi
Publik dilaksanakan sesuai dengan Kketentuan
peraturan  perundang-undangan di  bidang
kearsipan dan tata persuratan.

SOP Penyusunan Daftar Informasi dan
Dokumentasi Publik pada Pemerintah Daerah
tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota
ini.

Pasal 30

Pelayanan permohonan informasi publik pada
Pemerintah Daerah, khususnya untuk Walikota
dilaksanakan PPID Utama dibantu oleh Petugas
Pelayan Informasi.

Pelayanan informasi publik pada OPD dan BUMD
dilaksanakan oleh PPID Pembantu dan dibantu
oleh petugas yang ditunjuk untuk memberikan
pelayanan informasi publik di masing-masing OPD
dan BUMD.

Pasal 31

- Mekanisme dan SOP pelayanan informasi publik pada
Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran IX
Peraturan Walikota ini.

BAB X

MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI -

DAN DOKUMENTASI

Pasal 32

Pemohon informasi dan dokumentasi meliputi

=)

- 00

perseorangan;

kelompok masyarakat;
lembaga swadaya masyarakat;
organisasi masyarakat;

partai politik; dan

badan publik lainnya.



Pasal 33

Pemohon informasi dan dokumentasi wajib memenuhi
persyaratan:

a,

(2)

(4)

mencantumkan identitas yang jelas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan/atau peraturan
perundang-undangan;

mencantumkan alamat dan nomor telepon yang
jelas;

menyampaikan secara jelas jenis informasi dan
dokumentasi yvang dibutuhkan;

mencantumkan maksud dan tujuan permohonan
informasi dan  dokumentasi vang  dapat
dipertanggungjawabkan; dan

menyatakan kesediaan membayar biaya dan cara
pembayaran untuk memperoleh informasi yang
diminta, sepanjang biaya yang dikenakan
terbilang wajar.

Pasal 34

Setiap  Pemohon  Informasi  Publik  dapat
mengajukan permintaan untuk memperoleh
informasi dan dokumentasi Publik kepada
Pemerintahan Daerah terkait secara tertulis atau
tidak tertulis.

PPID Utiama dan/atau PPID Pembantu dan/atau
Petugas Informasi wajib mencatat nama, Nomor
induk Kependudukan (NIK), dan alamat Pemohon
Informasi Publik, subjek dan format informasi
serta cara penyampaian informasi yang diminta
oleh Pemohon Informasi Publik.

PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau
Petugas Informasi wajib mencatat permintaan
Informasi Publik yang diajukan secara tidak
tertulis.

PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau
Petugas Informasi wajib memberikan tanda bukti
penerimaan  permintaan  Informasi  Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat {2),dan
ayat (3)berupa nomor pendaftaran pada saat
permintaan diterima.

Dalam hal permintaan disampaikan secara
langsung atau melalui surat elektronik, nomor
pendaftaran diberikan saat penerimaan
permintaan.

Dalam hal permintaan disampaikan melalul surat,
pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan
bersamaan dengan pengiriman informasi.

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak
diterimanya permintaan, PPID Utama wajib
menyampaikan pemberitahuan tertulis yang

| e e
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(11)

a. informasi yang diminta, berada di
bawahpenguasaannya ataupun tidak;

b. penerimaan atau penolakan permintaan atas
informasi dengan alasan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. alat penyampai dan format informasi yang
akan diberikan; dan/atau

d. biaya serta cara” pembayaran untuk
memperoleh informasi yang diminta.

PPID Utama wajib memberitahukan Badan Publik
yang menguasai informasi yang diminta apabila
informasi yang diminta tidak berada di
bawahpenguasaannya dan Badan Publik yang
menerima permintaan mengetahui keberadaan
informasi yang diminta,

Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau
sebagian  dicantumkan materi informasi yang
akan diberikan.

Dalam hal suatu dokumen mengandung materi
yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, maka informasi
yvang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan
dengan disertai alasan dan materinya.

Pemerintahan Daerah dapat memperpanjang
waktu untuk mengirimkan  pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan
memberikan alasan secara tertulis

BAB XI

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK

r,_ﬁ‘“"\

(1)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

Informasi publik di lingkungan Pemerintah
Daerah merupakan informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima, vang
berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan di Daerah.

Informasi publik di OPD merupakan informasi
yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau
diterima, vyang Dberkaitan dengan kegiatan
penyelenggaraan OPD di Daerah.

Informasi publik di lingkungan BUMD
merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim, atau diterima, yang berkaitan
dengan kegiatan penyelenggaraan BUMD di
Daerah
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Pasal 36

Informasi publik scbagaimana dimaksud dalam Pasal
35, diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok:

a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
secara berkala; ’

b. informasi yang wajib diumumkan secara serta

merta;

c. ifformasi yang wajib tersedia setiap saat; dan

informasi yang dikecualikan.

Bagian Kedua

Informasi yang Wajib Disediakan dan
Diumumkan secara Berkala

Pasal 37

(1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
secara berkala, paling kurang terdiri dari:

a. informasitentang profil Pemerintah
Daerah/OPD/BUMD yang meliputi:

1.

48

informasi tentang kedudukan atau
domisili beserta alamat lengkap, ruang
lingkup kegiatan, maksud dan fujuan,
tugas dan fungsi Pemerintah
Daerah/OPD/BUMD beserta unit-unit
kerja di bawahnya;

struktur organisasi dan gambaran umum.

b. ringkasan informasi tentang  program
dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan
dalam lingkup OPD/BUMD, terdiri dari:

1.
2

o.

[

nama program dan kegiatan;

penanggung jawab, pelaksana
program dan kegiatan;

target dan/atau capalan program dan
kegiatan,

jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;

anggaran program dan kegiatan yang
meliputi sumber dan jumlah;

agenda penting terkait pelaksanaan
tugas OPD/BUMD;

informasi tentang penerimaan  calon
pegawai.

c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam
lingkup OPD/BUMD;

d. ringkasan laporan keuangan,

ringkasan laporan akses Informasi Publik,
terdiri dari:

1.

jumlah permohonan Informasi Publik yang
diterima:



(2)

f.

2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi

setiap permohonan Informasi Publik;

3. jumlah permohonan Informasi Publik yang

dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya
dan permohonan Informasi Publik yang
ditolak; dan

4. alasan penolakan permohonan Informasi

Publik.

informasi tentang peraturan, keputusan
dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau
berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Daerah/OPD/BUMD, terdiri dari:

1. daftar rancangan peraturan perundang-
undangan Daerah, yang sedang dalam
proses pembuatan; dan

2. daftar peraturan perundang-undangan
yvang telah diundangkan.

informasi tentang hak dan tata cara
memperoleh Informasi Publik, serta tata cara
pengajuan keberatan serta proses
penyelesaian  sengketa Informasi Publik
berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab
yang dapat dihubungi;

informasi tentang tata cara pelayanan
pengaduan; dan

informasi tentang pengumuman pengadaan
barang dan/atau jasa sesuai dengan
peraturan perundang- undangan.

Pengumuman secara berkala sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling
kurang setiap 1 {satu) tahun sekali.

Bagian Ketiga

Informasi yang Wajib Diumumkan

Pemerintah

secara Serta Merta
Pasal 38

Daerah/OPD/BUMD ‘wajib

mengumumkan secara serta merta, yaitu suatu
informasi yang dapat mengancam hajat hidup
orang banyak dan ketertiban umum antara lain:

a.

informasi tentang bencana alam seperti
kekeringan, kebakaran hutan karena faktor
alam, hama penyakit tanaman, epidemik,
wabah dan kejadian luar biasa;

informasi tentang keadaan bencana non
alam seperti kegagalan industri atau
teknologi, dampak industri, dan
pencemaran lingkungan;

bencana sosial seperti kerusuhan sosial,
konflik sosial antar kelompok atau antar
komunitas masvyarakat dan teror;



d. informasi tentang jenis, perscbaran dan
daerah yang menjadi sumber penyakit yang
berpotensi menular;

e. informasi tentang racun pada bahan
makanan vang dikonsumsi oleh
masyarakat; atau

f  informasi tentang rencana  gangguan
terhadap utilitas publik.

(2) *Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud

£ ' (2)

pada ayat (1), disampaikan dengan bahasa
yang sederhana, mudah dimengerti dan
dipahami oleh masyarakat.

Pasal 39

Pihak yang menerima izin atau perjanjian kerja
dari Pemerintah Daerah/OPD/BUMD yang
kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup
orang banyak dan ketertiban umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1),
wajib memiliki standar pengumuman informasi.

Standar pengumuman informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:

a. potensi bahaya dan/atau besaran dampak
yang dapat ditimbulkan;

b. pihak-pihak yang berpotensi terkena
dampak baik masyarakat umum maupun
pegawai OPD/BUMD yang menerima izin
atau perjanjian kerja dari OPD/BUMD
tersebut;

c. prosedur dan tempat evakuasi apabila
keadaan darurat terjadi;

d. tata cara pengumuman informasi apabila
keadaan darurat terjadi;

e. cara menghindari bahaya dan/atau dampak
yang ditimbulkan;

f. cara mendapatkan bantuan dari pihak yang
berwenang; dan

g. upaya-upaya yang dilakukan oleh
OPD/BUMD dan/atau pihak-pihak yang
berwenang dalam menanggulangi bahaya
dan/atau dampak yang ditimbulkan.

Bagian Keempat

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 40

Setiap OPD/BUMD  wajib  menyediakan
Informasi Publik sctiap saat, kecuali yang dapat
ditolak berdasarkan peraturan perundang-
undangan.



(1)

o. informasi dan kebijakan yang disampaikan
pejabat publik dalam pertemuan vyang
terbuka untuk umum.

Bagian Kelima

Informasi yang Dikecualikan

Pasal 41

~Informasi Publik yang dikecualikan bersifat

ketat dan terbatas.

Informasi Publik yang dikecualikan bersifat
rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, kepatutan dan
kepentingan umum.

Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan
pada pengujian atas konsekuensi yang timbul
apabila suatu informasi diberikan kepada
masyarakat dan pertimbangan yang seksama
bahwa menutup Informasi Publik dapat
melindungi kepentingan yang lebih besar
daripada membukanya atau sebaliknya.

Paragraf 1

Pengklasifikasian Informasi

yvang Dikecualikan
Pasal 42

Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh
PPID Utama berdasarkan Pengujian
Konsekuensi secara seksama dan penuh
ketelitian.

Penetapan Pengklasifikasian Informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan atas persetujuan Walikota.

penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud
pada avat (1), paling sedikit memuat:

a. jenis klasifikasi informasi yang dikecualikan;
b. identitas pejabat PPID yang menetapkan;

c. OPD/BUMD, termasuk  unit kerja
pejabat yang menetapkan;

d. jangka waktu pengecualian;

¢

alasan pengecualian; dan

f.  tempat dan tanggal penetapan.
Pasal 43
PPID utama atas persetujuan Walikota yang

bersangkutan dapat mengubah klasifikasi
informasi yang dikecualikan.



(2} Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
terdiri dari: |

a.
b.

C.

DIDP;

LLID;

informasi tentang peraturan, keputusan
dan/atau kebijakan Pemerintah
Daerah/OPD/BUMD;

seluruh informasi lengkap yang wajib
disediakan dan diumumkan secara berkala
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37,

informasi tentang organisasi, administrasi,
kepegawaian, dan keuangan;

surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga
berikut dokumen pendukungnya;

surat menyurat pimpinan atau pejabat
Pemerintah  Daerah/OPD/BUMD dalam
rangka pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya;

syarat-syarat perizinan, 1zin vang
diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut
dokumen pendukungnya, dan laporan
tentang ketaatan pelaksanaan izin yang
diberikan;

data perbendaharaan atau inventaris;

rencana strategis dan rencana kerja
Pemerintah Daerah/OPD/BUMD;

agenda kerja pimpinan Pemerintah
Daerah/OPD/BUMD;

informasi mengenai kegiatan pelayanan
Informasi Publik yang dilaksanakan,
sarana dan prasarana layanan Informasi
Publik yang dimiliki beserta kondisinya,
sumber daya manusia yang menangani
layanan Informasi Publik beserta
kualifikasinya, anggaran layanan Informasi
Publik serta laporan penggunaannya;

jumlah, jenis, dan gambaran umum

pelanggaran yang ditemukan dalam
pengawasan  internal serta laporan
penindakannya;jumlah, jenis, dan

gambaran umum  pelanggaran  yang
dilaporkan oleh masyarakat serta laporan
penindakannya;

informasi Publik lain yang telah dinyatakan
terbuka bagi masyarakat berdasarkan
mekanisme keberatan dan/atau
penyelesaian  sengketa sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

informasi tentang standar pengumuman
informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39, bagi penerima izin dan/atau
penerima perianiian kerija; dan



(2) Pengubahan klasifikasi informasi vang
dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), hanya dapat dilakukan berdasarkan
Pengujian Konsekuensi.

Paragraf 2
Jangka Waktu Pengecualian terhadap
Informasi yang Dikecualikan

Pasal 44

() Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik
yvang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat menghambat
proses penegakan hukum ditetapkan paling
lama 30 (tiga puluh) tahun.

(@ Jangka Waktu Pengecualian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dikecualikan jika
Informasi Publik tersebut telah dibuka dalam
sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Pasal 45

Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang
apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon
Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan
perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan
perlindungan dari persaingan usaha tidak schat
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 46

() Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik
yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan
pertahanan dan keamanan negara ditetapkan
selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk
perlindungan pertahanan dan keamanan negara,
Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik
yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat
mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
ditetapkan  selama  jangka  waktu yang
dibutuhkan untuk perlindungan kekayaan alam
Indonesia.

) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik
yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat merugikan
ketahanan ekonomi nasional ditetapkan selama
jangka waktu yang dibutuhkan untuk
perlindungan ketahanan ekonominasional.



(3 Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik
yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat merugikan
kepentingan hubungan luar negeri ditetapkan
selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk
perlindungan kepentingan hubungan luarnegeri.

@ Penentuan jangka waktu tertentu yang
dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan
oleh  Walikota/Kepala  OPD/BUMD  yang
bersangkutan.

Pasal 47

(1) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik
yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi
akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan
terakhir ataupun wasiat seseorang ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik
yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap
rahasia pribadi seseorang ditetapkan selama
jangka  waktu yang - dibutuhkan untuk
perlindungan rahasia pribadi seseorang.

(3) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2}, dapat dibuka jika:

a. pihak yang rahasianya diungkap
memberikan persetujuan tertulis; dan/atau

b. pengungkapan berkaitan dengan posisi
seseorang dalam jabatan-jabatan pada
Pemerintah Daerah/BUMD sesuai peraturan
perundang-undangan.

Pasal 48

Jangka Waktu Pengecualian memorandum atau
surat-surat antar/intra Pemerintah Daerah/BUMD
yang berkaitan dengan informasi yang dikecualikan
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 49

(1) Informasi yang Dikecualikan yang telah habis
Jangka  Waktu Pengecualiannya  menjadi
Informasi Publik yang dapat diakses oleh
Pemohon Informasi Publik dengan penetapan
dari PPID Utama.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
sebelum berakhirnya Jangka Waktu

Penoectialian



(3) Dalam hal penetapan, sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), tidak dilakukan, Informasi yang
Dikecualikan menjadi Informasi Publik pada
saat berakhirnya Jangka Waktu Pengecualian.

Paragraf 3

Tata Cara Pengecualian Informasi Publik

()

@

Pasal 50

PPID Utama mengklasifikasian Informasi Publik
setelah  melaksanakan  pengujian  tentang
konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat L serta setelah
mempertimbangkan  bahwa  dibuka  atau
ditutupnya Informasi Publik dapat:

a memastikan agar masyarakat dapat
berpartisipasi secara efektif dalam
pembuatan  keputusan yang  memiliki
dampak serius pada publik;

b. memastikan agar masyarakat mendapat
informasi mengenai kemungkinan bahaya
bagi kesehatan dan keselamatannya serta
upaya-upaya yang memadat untuk
mencegahnya,

c. memastikan agar pihak yang berwenang
bertindak secara adil terhadap masyarakat;

d.  memastikan agar masyarakat tidak
mengalami kerugian akibat penyalahgunaan
wewenang,

e memastikan bahwa pelanggaran Hak Asasi
Manusia vang berat dapat diketahui oleh
publik; dan/atau

f  memastikan akuntabilitas Pemerintah
Daerah/BUMD.

Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan
dalam surat pemberitahuan tertulis atas
permohonan Informasi Publik.

Pasal bl

PPID utama wajib  menghitamkan atau
mengaburkan materi informasi yang
dikecualikan dalam suatu salinan Informasi
Publik yang akan diberikan kepada publik.

PPID Utama  tidak dapat menjadikan
pengecualian sebagian informasi dalam suatu
salinan Informasi Publik sebagai alasan untuk
mengecualikan akses publik terhadap
keseluruhan salinan Informasi Publik.



(3 Dalam hal dilakukan penghitaman atau
pengaburan informasi, PPID Utama wajib
memberikan alasan dan materinya pada masing-
masing hal yang dihitamkan atau dikaburkan.

BAB XII
TATA CARA PELAYANAN KEBERATAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengajuan Keberatan

Pasal 52

(1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan
keberatan dalam hal ditemukannya alasan
sebagai berikut:

a. penolakan atas permohonan Informasi Publik;
b. tidak disediakannya informasi berkala;

c. tidak ditanggapinya permohonan Informasi
Publik;

A d. permochonan Informasi Publik ditanggapi
| tidak sebagaimana yang diminta;

e. tidak dipenuhinya permohonan Informasi
Publik;

f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi
waktu yang diatur dalam Peraturan Walikota
ini.

(2} Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b sampai dengan huruf g dapat
diselesaikan secara musyawarah oleh kedua
belah pihak.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditujukan kepada Atasan PPID
— melalui PPID Utama.

(4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dapat dikuasakan kepada pihak
lain yang cakap di hadapan hukum.

(5) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi
Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kerja setclah ditemukannya alasan
sebagaimana dimaksud dalam ayat {1).

Bagian Kedua
Registrasi Keberatan

Pasal 53
(1) Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara

mengisi formulir keberatan yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah/BUMD bersangkutan.
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Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan
secara tidak tertulis, maka PPID wajib membantu
Pemohon Informasi Publik yang mengajukan
keberatan atau pihak yang menerima kuasa
untuk mengisikan formulir keberatan dan
kemudian memberikan nomor registrasi
pengajuan keberatan.

Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), paling kurang memuat:

a. nomor registrasi pengajuan keberatan;

b. nomor pendaftaran permohonan Informasi
Publik;

c. tujuan penggunaan Informasi Publik;

c. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik
yang mengajukan keberatan;

d. identitas kuasa Pemohon Informasi
Publik yang mengajukan keberatan
bila ada;

e. alasan pengajuan keberatan;
kasus posisi permohonan Informasi Publik;

g. waktu pemberian tanggapan atas keberatan
yang diisi oleh petugas;

h. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi
Publik yang mengajukan keberatan; dan

i, nama dan tanda tangan petugas yang
menerima pengajuan keberatan.

PPID wajib memberikan salinan formulir
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3},
kepada Pemohon Informasi Publik yang
mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai
tanda terima pengajuan keberatan.

Format formulir  keberatan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum
dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Format formulir keberatan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), berlaku pula dalam hal
Badan Publik menyediakan sarana pengajuan
keberatan melalui alat komunikasi elektronik.

Pasal 54

PPID Utama wajib mencatat pengajuan
keberatan dalam buku register keberatan.

Register keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), paling kurang memuat:

a. nomor registrasi pengajuan keberatan;

b. nomor pendaftaran permohonan Informasi
Publik;
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(2)

c. identitaslengkap - Pemohon Informasi
Publik dan/atau kuasanya yang mengajukan
keberatan;

d. Informasi Publik yang diminta;
e. tuuan penggunaan informasi;
f. alasan pengajuan keberatan;

g. waktu pemberian tanggapan atas keberatan
yang diisi oleh petugas;

h. nama dan posisi Atasan PPID;

i. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi
Publik vang mengajukan keberatan;

j. nama dan tanda tangan petugas yang
menerima pengajuan keberatan;

k. keputusan atas keberatan; dan

1. keputusan Pemohon Informasi Publik atas
keputusan Atasan PPID.

Format buku register keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XI Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Tanggapan atas Keberatan

Pasal 55

Atasan PPID wajib memberikan tanggapan
dalam  bentuk  keputusan tertulis yang
disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik
yang mengajukan keberatan atau pihak yang
menerima kuasa paling lambat 30 (tiga puluh)
hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan
tersebut dalam buku register keberatan.

Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), paling kurang memuat:

a. tanggal pembuatan surat tanggapan atas
keberatan;

b. nomor surat tanggapan atas keberatan;

c. tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID
atas keberatan yang diajukan;

d. perintah atasan PPID kepada PPID Utama
untuk memberikan sebagian atau seluruh
Informasi Publik yang diminta dalam hal
keberatan diterima; dan

e. jangka walktu pelaksanaan perintah
sebagaimana dimaksud dalam hurufd.

PPID Utama wajib melaksanakan keputusan
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pada saat ditetapkannya Keputusan tertulis
tersebut.
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Pasal 56

Alur pelayanan keberatan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XII Peraturan Walikota ini.

Pasal 57

Pemohon Informasi Publik yang mengajukan
keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang
tidak puas dengan keputusan atasan PPID dapat
mengajukan permohonan penyelesaian sengketa
Informasi Publik kepada Komisi Informasi paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya
keputusan atasan PPID.

BAB XII

FASILITASI SENGKETA INFORMASI

Pasal 58

(1) Sengketa informasi dapat terjadi apabila Komisi
Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi
Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kota sesuat
dengan kewenangannya, menerima permohonar
sengketa informasi yang diajukan pemohon
informasi karena tidak menerima alasan
tanggapan Atasan PPID.

(2) Pengajuan sengketa informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemohon
informasi dalam waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan
tertulis dari Atasan PPID.

Pasal 59

(1) Mekanisme dan. tata cara upaya penyelesaian
Sengketa Informasi Publik dilakukan sesuai
dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

(2) Walikota melalui Atasan PPID menetapkan Tim
Fasilitasi Sengketa Informasi untuk
mengupayakan penyelesaian sengketa informasi,
yang dibentuk oleh PPID Utama.

(3) Surat Keputusan penetapan Tim Fasilitasi
Sengketa Informasi juga berfungsi sebagail Surat
Kuasa untuk bersidang mewakili Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota di Komisi Informasi
Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi
dan/atau Komisi Informasi Kota sesuai dengan
kewenangannya.

(4) Tim Fasilitasi Sengketa Informasi di ketuai oleh
PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu,
pejabat yang menangani bidang bukum dan
pejabat fungsional serta pejabat/staf lainnya
sesuai dengan kebutuhan.
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(5) PPID Utama melaksanakan fasilitasi penanganan
sengketa informasi dengan melakukan
koordinasi dan konsolidasi bersama PPID
Pembantu terkait, pejabat yang menangani
bidang hukum, pejabat fungsional dan pihak
lain yang dipandang perlu.

(6) Mekanisme kerja Tim Fasilitasi Penanganan
Sengketa Informasi diatur oleh Tim berdasarkan
arahan Atasan PPID.

(7} Tim melaporkan proses  penanganan dan hasil
penyelesaian sengketa informasi kepada Atasan
PPID

(8) SOP Fasilitasi Sengketa Informasi tercantum
dalam Lampiran XIII Peraturan Walikota ini.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 60

Pada Saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku,
Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi dan Standar Operasional Prosedur
layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah
Kota Batam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Walikota ini  mula berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 2 Wel 2017

ALEKOTA BATAM

JHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam

pada tanggal

1 wel 2017

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR 532y
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LAMPIRAN I

: PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR . 7 TAHUN 2017
TANGGAL : 2 =Y 2017

STRUKTUR ORGANISASI PLID KOTA BATAM

Pembina
Wali Kota

Wakil WaliKota

t

Pengarah
Selaku Atasan PPID
Sekretaris Daerah

|

Tim Pertimbangan
Pejabat Eselon II.h. Setda
Kota, Pimpinan Perangkat

Daerah

PPID Utama Pejabat Eselon I
Bidang Komunikasi dan Informasi
Publik Dan/atau Bidang Kehumasan

PPID Pembantu h
Pejabat Perangkat Daerah
Pengelola Informasi dan
Dokumentasi
A
| | |
Bidang Bidang Bidang Bidang
Pendukung Pengolahan Pelayanan , Fasilitasi
Sekretariat Pata dan Informasi dan Sengketa
PLID Klasifikasi Dokumentasi Informasi
Informasi

[ Pejabat Fungsional J

W ALIKOTA BATAM
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LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : %7 TAHUN 2017
TANGGAL : 2 wmer 2017

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

p

PEMERINTAH KOTA BATAM
“Jl. Engku Putri No. 1 -
Tlp. (0778) 462164. Fax. (0778) 461349 Batam
kominfo@batam.go,id

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

NOMOR PENDAFTARAN

Nama
Alamat

..........................................

i .
ckerjaan
Nomor Telepon/E-mail

..........................................

Rincian Informasi yang dibutuhkan
(tambahkan kertas bilaperlu) . . ...............

............................................................................................................

.....................................................................

Cara Memperoleh Informasi**
ctMelihat/ membaca/ mendengarkan /Mencatat™**
oMendapatkan salinan informasi (hardcopy/ softcopy)™*
Cara Mendapatkan Salinan Informasi
e
oMengambil
Langsung cKurir
nPos
1Faksimili
oE-mail
...................... (tempat},.....cooeeeereeriieeenen.(tanggal /bulan / tahun)

Petugas Pelayanan Informasi

(Penerima Permohonan Informasi) Pemohon Informasi
O g s s o ) (et e e )
Nama dan TandaTangan Nama dan TandaTangan
Keterangan:

. Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik

° Pilih salah satu dengan memberi tanda ()

. Coret yang tidak perlu




Pelaksana Pendukung
PPID Tim Komponen
No Kegiatan Utama dan | Pertimbangan atau
PPID Pelayanan Perangkat | Pemohon | Kelengkapan Waktu Cutput
Pembantu Informasi Daerah

1 Melakukan kajian atas Berkas Setiap saat Berkas
informasi/dokumen yang tidak permohonan permohonan
termasuk dalam DIP dengan infromasi/ informasi
melibatkan Tim Pertimbangan dokumen dari yang telah
Pelayanan Informasi. Pemohon diisi lengkap

Informasi dan dilampiri
fotocopy/scan
identitas diri

4 ' (NIK)

2 | Memberikan pertimbangan atas Dasar hukum: | Pada hari Surat
informasi/ Uy dan jam Keputusan
dokumen yang dimaksud KIP 14 Tahun kerja Tim
Yang bersifat rahasia berdasarkan 2008 dan Pertimbangan
UU, kepatutan dan kepentingan PERKI Pelayanan
RTETRTLn > 1 Tahun 2010 Informasi

3 | Menyampaikan kepada PPID atas | Informasi/ Pada hari Informasi/
status informasi/dokumen yang dokumen yang | dan jam dokumen dari
diminta pemohon informasi, telah kerja, Woamuowmﬁ
apakah termasuk rahasia atau dinyatakan maksimal 10 !atau
terbuka. Jika informasi/dokumen terbuka untuk | (sepuluh) Perangkat
yang dimaksud adalah terbuka, publik hari kerja, Daerah
maka PPID memerintahkan kepada sejak
komponen/Perangkat Daerah permohonan
untuk menyerahkan informasi/ informasi
dokumen yang dimaksud. Jika ﬁwﬂmmwmqwﬂ

status informasi/ dokumen oleh




Tim Pertimbangan Pelayanan
Informasi dinyatakan rahasia,
maka PPID membuat surat
penolakan kepada pemohon
informasi.

Memberikan informasi yang
diminta oleh

pemohon inforrmasi dengan
menandatangani tanda bukti
penerimaan atau memberikan
surat penolakan kepada pemohon
Jjika status informasi/dokumen
dinyatakan rahasia.

Informasi/
Dokumen yang
diminta oleh
Pemohon
Informasi aiau
surat
penolakan
jika informasi/
dokumen
tersebut
dikategorikan
rahasia

Maksimal
diberikan
perpanjangan
pementhan
permochonan
informasi
selama 7
(tujuh) han
sejak
pemberitahu
an tertulis
diberikan
dan tidak
dapat
diperpanjang
lagi

Informasi
publik yang
diminta

oleh Pemochon
Informasi
atau surat
penolakan




LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 27 TAHUN 2017
TANGGAL : 2 mev 2017

BUKU REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

P
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KETERANGAI:

Homer <1 disi lzntarg romor-geadaftorai prrmehionsn Informas! Pubiie,

Tanggal 1| dhisi eniang tanpaal per motonan dieing,

Hama | disi Enisrg namg pamobon

Atamat | disTtendarg alamat lengk oo den jals Pemohon informasi unlk menudaty.an pengiriman informasi ubliv yang diminia

Homor K ontak | disi eniang nomor kontsk {oomor telepordiak simlidekpon seluer/enail Pemokon Infrmas| Public.

Pokerpian | s iteniang pekerjaan Pematin fnformasi Publi.

informasi Yang Diminfa

|| dilsiteniang delal infornies] yang dinirts,

Tiluan Pengounaan hformasi

«f disi tenpng lujuanslss an prmehongn dan penaounasn iormasi,

Slatus nformast 1 ds) dengan mencontreng s aloh saluBila tidsk dibavan perguasasn, (Wlistan Badar Peblk lainyang mengussai tila dkelshyl sesuai dengen isn o formulk pemBeritahuan el
Format Informasi Yang Dikuagal | disi dengan menconbrang salsh saii

Jenis Permohonar: | disi denqan menconrarg salah s sty

Hari dan Tanggal :f diisf lentang:

2. ‘s penyampalan pemberishusn el 5 ebegaimena maisod dalem Pasel 22 Undangundsng Ho, 1472003 tentarg Meletbukasn Informast Publle, Wekle penbentatuan el s
mrenandak sn sy penolsan inkrmag | spatiis petmaticnan ditlse, Dengan tsla lin, dafam hal pernehonan informss publt ditlal, mata pemberitshugn vl in s ama dengan
perolatan,

b wacussmpaidengan nlbrmesi dlviiméan slay dileting leh Pemohen Informigsd Pubf

Heputusan :| st sesval dengan Bikeputussn dalam pembaiahusn terkuls.
Alasan Penolsken o disl dengan slmsan pencleign oleh stesan FRD.
Biaya & Cars Pembayaran 'L dils] fenlaon tiava yang ditutuhian s erda perinciannya dant cars pambayaran yang dilskik o,

“Femralin siatsh bt Regier Permabonan Infornsasi Fobik szoasa manus), Sadan Pubtk dapat mongembanghan dalsm lormal lam, minaingg 5es313 hompuRns SiGergan mermanuhl Lbutyniel y5ag teinasl dslam st

inl

"~ WALIKOTA BATAM
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Hak-hak Pemohon Informasi Berdasarkan Undaﬁg—Undang Nomor 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di
Badan Publik kecuali

(a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi
dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan
perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari
persaingan usaha tidak. sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan
Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan
ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir
ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi, Memorandum atau
surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut
sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;
Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- undang.

{b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai
atau didokumentasikan.

PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI
BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda
bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas
informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang
diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10
{sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan
Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban
tertulis 1x 7 hart kerja, dalam hal informasi yang diminta belum
dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang
diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informast berdasarkan
surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat
keputusan Pimpinan Badan Publik)

.....................................................................

Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik
(misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian vang
diminta),maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada
atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kerja sejak permohonan
informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib
memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon
Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka
pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi
dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari kerja sejak diterimanya keputusan
atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

. "MUHAMMAD RUDI




LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 27 TAHUN 2017
TANGGAL : 7 me; 2017

FORMAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN
INFORMASI (RANGKAP DUA)

PEMERINTAH KOTA BATAM
Jl. Engku Putri No. 1
Tlp. (0778) 462164. Fax. (0778) 461349 Batam
kominfo@batam.go,id

SURAT KEPIJTUS'-.W PRI TENTANG PENOLAKAN PERMOKH ONAN INFORMASE

No. Pendaftaran:® .........
Alamat R
No. Telp/Email 3

Rirician Informasi yang dibonfihkan

PPID mwym tusk an bahwa Informasi yvang dimohur:L ad.ala.h o

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Penge cualian
Informasi didasarkan : [ Pasali” humaf ... .. UL KIP atau Pasal ...
pada dasan

L Pasal ... Undang-Undang ...~

[~
Bahiwa berdasarkan iPasal-Fasal di atas. membuka Informasi tersebut dapat merdmbulican kons ecuensi
sebagal berilkut:

Dengan demikian menyatakan bahwa:

PERMOHON AN INFORMASIDITOLAX

Jika Pemohon Informasi keberatan atas penclaican ini maka Femochon Informasi dapat mangajukan
¥eberatan kepada atasan FPID selambat-lambabuya 30 (tiga poluh) hari karja sejak menerima Surat
¥aputasan ird.

Loeerin e d TEPREY. v o aee - (tanggal bulan, dan tadmand =)

Pejabat Pengelola Informasi dan D ckunwn tasi

(PPYIO
Nama & Tandatangsn
Ketermn gan: :
* Diisiolkh petugas berdas arkan romer registrasi permochonan InfermasiPublik
= Diisi oleh FPID s esual dengan pengecualian pada Pasal 17 furnd a - 1 UUKIP

Lo ‘Sesuai dengan Pasal 17 hornf ] UL KIP. dilsi oleh PPID sesuai derggan pasal pengecualian
dalam nnd ang-undang Iain yang mengecualikan informasi yang dimchon tersabut (sebutkan
pasal dan undangund angnya).

e Drisiodeh petugs dengan memperhatikan batas terdangjangka wakiu pemberitahuan tertulls
seba gaimiana diatur dalam LI 3P dan Pzratoran ind.

g

“WALIKOTA BATAM
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LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 27 TAHUN 2017
TANGGAL : 2 mev 2017

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN TERTULIS
(RANGKAP DUA)

PEMERINTAH KOTA BATAM
J1. Engku Putri No. 1
Tlp. (0778) 462164. Fax. (0778) 461349 Batam
kominfo@batam,go,id

PEMBERITAHUAN TERTULIS
Berdasarkan permohonan Informasi pada tanggal ... bulan ... tahun ...
dengan nomor pendaftaran* ... ., Kami menyampaﬂ{an kepad.a Saudara/i
Nama T —
ATBMBL T e
No.Telp/ Emauli ..o

Pemberitahuan sebagai berikut:
A. Informasi Dapat Diberikan

No | Hal-hal terkait Informasi Publik Keterangan
1. | Penguasaan Informast Pubhk**

Kami
Badan Publik lain,

E1Id

2. |Bentuk Fisik yang fersedia* ‘Softcopy (termasuk rekaman)

T

.. Hardeopv/ salinan tertulis

3. |Biava dibutuhkan T , Rp...x....[Jmlh
i > Fervglinan Lembaran|=Rp
: Pen@riman RYccsevammintio..
: Lein-lsin B s
JUMLAH | Pp.onn
4. [Waktu Penvediaan | e Hari
5. (Penjelasan penghitaman [/ pengaburan informasi yang
dimochon****(tambahan kertas bila

T 2 L T O S

............................................................................................

B. Informast tzdak dapat diberikan karenz:
? Informast yang diminta belum dikuasai
? Informasi yang diminta belum didokumentasikan
Penyediadn informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam
jangka wakta............... Rt

Pejabat Fengelola Informasi dan D okumentasi
(PPID)

Ketemn ga Nama & Tandatangan
Diisi sesuai dengan nomor pandaftaran pada formulr permohonan.
b Pilih salah satu d engan memberi tand a {v)
i Biaya Penyalinan (Fotecopy / dblat) dan atau waya pengiriman (khusus karir dan Fos) sesual
denganstandar biaya yangtelah ditetapkan
e Jika ada penghitaman mformasx dalam suatu dokumen maka diberikan alasan penghitaman
et Trisidengan keterangan wakh vang ;elas untuk manwadmkm informasivang diminta

KOTA BATAM |
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Pelaksana Pendukung
No Kegiatan — s A Keterangan
Pembanty Utama WMM& Kelengkapan Waktu Output
1 Mengumpulkan mmformasi dan . UU No 14 Secara DIDP yang telah
dokumentasi yang berkualitas Tahun2008; |berkala, dikumpulkan
dan relevan dengan tupoksi . UU No 25 serta merta | darl komponen
masing-masing komponen di Tahun2009; |dan setiap dan Perangkat
Pemerintahan Daerah . Ul No 23 saat Daerah
baik vang diproduksi sendiri, Tahun2013;
dikembangkan, maupun yang . PP 61 Tahun
dikirim ke pihak lain, vang 2010;
berupa arsip statis maupun 5. Perki No 1
dinamis, arsip aktif maupun tahun2010;
arsip inaktif dan arsip vital . Perki No 1
vang dikuasai. Informasi yang Tahun2013.

dilakukan meliputi jenis
dokumen, penanggung awab
pembuatan, waktu dan tempat
pcmbuatan, serta bentuk
informasi yang tersedia dalam
hardcopy dan softcopy. Format
pengisian dalam pengumpulan
informasi dan dokumentasi di
masing-masing komponen di
Pemerintahan Daerah




dikecualikan.

4 | Menetapkan DIDP secara Mengadakan Setelah Surat Setelah DIDP
resmi dan mengumumkan rapat bersama |DIDP Keputusan ditetapkan,
kepada masyarakat. dengan PPID terkumpul DIDP yang jika ada

Utama dan dari PPID ditandatangani | tambahan
PPID Pembantu oleh Atasan informasi
Pembantu FPID baru, dibuat
untuk SK untuk

i Menetapkan ditetapkan
DIP

5 | Mengunggah DIDP ke Website dan Setelah Adanya konten
Website resmi sarana DIDP DIDP?P di website
Pemerintahan Daerah Kota
Batam maupun informasi ditetapkan Pemerintah
melalui sarana informasi lainnya yvang oleh Atasan | Daerzh

lainnyva.

dimiliki cleh
komponen dan
Pemerintah
Daerah

PPID

Kota Batam

<~ WALIKOTA BATAM




LAMPIRAN IX : PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR :27 TAHUN 2017
TANGGAL : 2 wey 2017
MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Pemohon Sekretariat Bidang Bidang Bidang PFID Komisi
Pengolah data Pelayanan Penyelesaian | Pembantu Informasi
dan Klasifikasi dan Sengketa
Informast Dokumentasi
Informasi
Mencatat >,
Mengajukan data / .
Permohonan - pemohon et
Informasi dan
informasi
vang diminta Ya
Y Mengecek
. status
Memberikan informasi
o Tanda Bukti yang
i diminta
Informasi
Dikecuali
kan
Informasi
yang B
dibutuhkan
Menyiapkan
Materi
Tidak Jawaban
Menyusun
Jawaban
Penyclesaian
i o Sengketa
- Puas Informasi
Tidak
Ya l
| /Pu\
Belceas Ya \// Tidak
©. L WALIKOTA BATAM



LAMPIRAN X : PERATURRAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 2FTAHUN 2017
TANGGAL : 2wet 2017

FORMAT FORMULIR KEBERATAN

PEMERINTAH KOTA BATAM
J1. Engku Putrt No. 1
Tlp. (0778) 462164. Fax. (0778) 461349 Batam
kominfo@batam.go,id

PORMULIR KEBERATAN
{RANGEKAP DUA)
A. INFORMASI PENGATU KEBERAT AN

Noemor Registrasi Kebaratan
Nomoer Permohonan Informasi =
Tujnan Penggunaan Infornasi
Identitas pemohon

Nama

~Alamat

£ diisi Petugas:

MNomor Telepon
Pekarjaan
Identtas Kuasa Femohon™
Nama H
Alamat :

MNowwr Telepon
B. ALASAN KEBERAT AN *™

]

a. Parmohconan inform asi ditalak

11

L. Infarmasi berkals tidak dis edialan

AT

c. permintasn inform azi tidak ditanggapi

1

4. permintaan inform asi ditenggapi tidalk sebagsim ana yang diminta

]

e pamintasn bformasi tddalk dipenuki

| |

{, bigya yvang dikenalcan tidalc wajar

| .][

Ll g informasi disampailkan mealabild jangka waktbu ¥ g ditematulearn
G KASUS FOS51SI (tambahan kerxtas bila perla}

0. Har/tanggal tanggpa.n atas kehex:ata.n awan diberikan : {(tanggzl‘) (bl an),(tahun) {diisi ole‘h
Pemgas, I
Demikian keberatan ini saya sampsul@n atas perhatian dan tanggapannya. saya ucapkan terimalkasilt

[ovmnn e d Tampath oo (langgal bulan, dan takun wv]
Mengetahui,
Petugas informasi PEN GAJU Kebervalan
{Penerdma keberatan}
Nama & Tandatangan MWama & Tandatangan

'l-‘.cul.—.;-.r
OO TLD O SET SAMAD ANIATL TR s, 8 R DO AT AL M RESE MR LR T T D R LR
ey tat IDUES & = E RGN AURIITER AN b0 MKk Uerd oI rUrra d 0 R INe e b .-_.v.n P
Torim SEIAT Pl 33X LD KT ek sk RmTong R LR L2 K i A ST IR RLARAT. AE DOT R LM SR 3 Tt e
b Srata RSRLELE BNEE M W AT T A T WRkE D Zals R i
o Tanor X Ao SOt RrGED K d W S T T A D - WSTDETETE I BT N R O DT O AT o, d e mtals At LOv U K1 M A2 moE Pt TS ELARRS De T E e
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LAMPIRAN XI: PERATURRAN WALIKOTA BATAM
NOMOR :27TAHUN 2017
TANGGAL : 2 wet 2017

BUKU REGISTER KEBERATAN FORMULIR KEBERATAN

Futwamgm

e

]

Kxn

At

Naaghoand

T wib

N Toadsinna Doemabanin bnfeoe s
Infrsnar Youg ot
Teswmn Fonggeace leforvani
AlnmTurguseis Kibastan

hapetiens vaan 111D

Riou o s A FPID
Tunggpur Preazhen Ieformasi

Has £ T Foborin targiagnn o Bobotos

& wrrghamzt ropatas Lebeahn
i pningtinged bt tun iy
S dangen Nims Pomchin nlsonin B vang mamguaesn ienuind s my bannys
Sk mriangalenst ooy o s fomchen bt
ik nemamganener bemnek maemer sleon bt tleman n:Klaty sl Bmadaniadsom: Pelh
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LAMPIRAN XII : PERATURRAN WALIKOTA BATAM

NOMOR
TANGGAL :

: 27 TAHUN 2017
2 we) 2017

ALUR PELAYANAN KEBERATAN

NO

URAIAN PROSEDUR

PEMOHON
INFORMASI

SEKRETARIAT

PPID ATASAN

PPID

TEAM
PERTIMBANGAN
INFORMASI

Pemohon informasi yang merasa tidak puas
atas pemberian  informasi mengajukan
keberatan secara langsung dengan mengisi
Formulir keberatan atas pemberian informasi
sesuai dengan format pada lampiran II

PPl mencatat pada buku register keberatan
sesuai format pada lampiran II dan
menyampaikan  formulir keberatan
pemberian informasi kepada PPID

atas

L

PPID meneruskan laporan kepada Atasan
PEID

.‘/,AH

Atasan PPID dalam waktu maksimal 25 (dua
puluh lima) hari kerja membuat tanggapan
tertulis untuk disampaikan kepada pemohon:

a. Jika keberatan atas informasi terbuka,

atasan PPID memberikan tanggapan dan
disampaikan kepada pemohon informasi

dengan lampiran bahan informasi yang
diminta dengan memberitahu kepada
pemohon bahwa biaya penyalinan
informasi dan pengiriman  salinan
informasi ditanggung pemohon;

b. Jika  keberatan atas informasi yang

tertutup, atasan PPID menyelenggarakan

siding uji konsekuensi dengan peserta

para Team Pertimbangan Informasi, PPID
utama, dan PPID pembantu terkait:

. Apabila keberatan diterima, atasan
PPID memberikan tanggapan dan di
sampaikan kepada  pemohon bahwa
biaya penyalinan  informasi dan
pengiriman  salinan informasi  di
tanggung pemohon;

. Apabila keberatan di tolak, atasan
PPID memberikan tanggapan di sertai
alasan kepada pemohon informasi;

terbuka

N\

tertutup

—
—
-

(
L I

L

diterim
é‘s
]

ditolak

"\ (WALIKOTA BATAM
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" NOMOR  :271TAHUN 2017
TANGGAL : 2 me) 2017

SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI

INOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

! NAMA SOP
FASILITASI SENGKETA

INFORMASI PUBLIK

PEMERINTAH KOTA BATAM

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. 1. UU 14 Tahun 2008;
2. UU 25 Tahun 2009;
3. UU 23 Tahun 2013;
4. PP 61 Tahun 2010

5. Perki 1 Tahtin 2010

6. Perki 1 Tahun 2013

KETERIKATAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja
0. Term of Reference

3. Alat tulis kantor

4. Jaringan Internet

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy




Pelaksana Pendukung
No Kegiatan wmgoWos. EUMWHmUﬁmz Atasan Komisi . Kelengkapan Waktu Ondgi Ketera
Informasi PPID Informasi
Pembantu
1 | Setiap Pemohon Informasi dapat (1) Formulir Pada hari dan | Berkas
mengajukan keberatan secara Pengajuan Keberatan |jam kerja, permohon
tertulis kepada Atasan PPID dalam Informasi Publik maksimal 10 |an
waktu 10 (sepuluh) hari kerja, ! ' yang tersedia di meja | (sepuluh) hari | informasi
sejak permohonan informasi pelayanan PPID atau | kerja, sejak yang telah
teregistrasi dan diberikan. ditampilkan di permohonan diisi
Perpanjangan pemenuhan website dan dapat informasi lengkap
permohonan informasiselama7 diunduh, teregistrasi dan
(tujuh) hari sejak pemberitahuan (2) Fotocopy atau dilampiri
tertulis diberikan dan tidak dapat scan identitas diri fotocopy/
diperpanjang lagi (NIK) dari Pemohon scan
Informasi identitas
yang mengajukan diri (NIK)
keberatan
2 |Atasan PPID menetapkan Tim 1 Tanggapa
fasilitasi sengketa informasi untuk n tertulis
mengupayakan penyelesaian -_ dari
sengketa informasi, yang dibentuk atasan
oleh PPID Utama PPID
perihal
informasi
yang
disengket
akan
3 |Tim fasilitasi sengketa informasi di Diagjukan
ketuai oleh PPID Utama dan dalam waktu
beranggotakan PPID Pembantu paling lambat




terkait, pejabat yang menangani [ 14 (empat
bidang hukum, pejabat fungsional, belas) hari
serta JFUyang sesuai dengan kerja setelah
kebutuhan !A diterimanya
tanggapan
tertulis dari
Atasan PPID.

Tim fasilitasi sengketa informasi

v

melaporkan proses penanganan
sengketa informasi Wmﬁmam Atasan
PPID

Upaya penyelesaian Sengketa
Informasi Publik diajukan kepada
Komisi Informasi Pusat, Komisi
Informasi Provinsi, Komisi
Informasi Kabupaten /Kota sesuai
dengan kewenangannya apabila
tanggapan Atasan PPID dalam
proses keberatan tidak
memuaskan vmaoﬁoﬂ.gmowgmmw.

Y

VK,
“——WALIKOTA BATAM




